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Abstark:

Masalah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah pertama; adanya “opini” bahwa
kurikulum kepesantrenan pada pondok-pondok Pesantren “tertentu” terindikasi ada kaitannya dengan isu
radikalisme yang berkembang selama ini. Kedua; Kabupaten Luwu termasuk salah satu Daerah Tingkat Il di Propinsi
Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa Pondok Pesantren yang beragam. Hal ini perlu diteliti karena Pesantren
merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bebas dan otonom untuk menyusun dan melaksanakan
kurikulum pendidikan di Pesantren bersangkutan. Baik dari segi kurikulum Kepesantrenannya maupun dari segi
sistem pembelajaran dan pengelolaannya.

Tujuan penelitian ini dilakukan; 1. Mengetahui implementasi dan muatan kurikulum kepesantrenan pada
Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu. 2.Mengetahui benar-tidaknya adanya keterkaitan muatan kurikulum
kepesantrenan dengan isu-isu radikalisme.

Hasil dan Implikasi Penelitian: Mengetahui secara dekat muatan kurikulum kepesantrenan dan
perkembangan lembaga-lembaga Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu. Karena Pesantren sebagai lembaga
pendidikan memiliki kurikulum tidak hanya mengacu pada pengertian kurikulum sebagai materi semata, tetapi juga
menyangkut keseluruhan pengalaman belajar santri dalam lingkup koordinasi pondok pesantren. Termasuk
didalamnya sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di pesantren, yang memungkinkan perlunya diadakan
suatu rekonstruksi sesuai dengan tuntutan masyarakat danperkembangan zaman dewasa ini. Sehingga keberadaan
pondok pesantren dapat berperan dalam pembangunan masyarakat Islam ke-Indonesiaan yang cinta pada tana air
NKRI, BHINEKA Tunggal IKA yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Kurikulum Kepesantrenan, Radikalisme, Pondok Pesantren.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan basis pendidikan Islam dan pewaris tradisi tertua di Indonesia.Sebagai
lembaga pendidikan alternatif yang dikenal terbuka, namun tidak semua masyarakat bisa
mengakses pesantren disebabkan hambatan kultural dan psikologis bagi kelompok masyarakat
yang berkebutuhan khusus. Sementara animo masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi.?
Pendidikan pesantren telah setia melayani masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya, sejak
sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Pendidikan pesantren pada hakikatnya adalah
pendidikan yang dilahirkan dan dikelola oleh masyarakat sehingga keberadaannya memiliki akar
dan pijakan yang kuat di tengah-tengah lapisan masyarakat. Pengakuan seperti ini tidak berlebihan
mengingat pendidikan pesantren telah mewarnai sejarah pendidikan di negeri ini.® Seiring dengan
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perkembangannya pendidikan pesantren mengalami perubahan signifikan khususnya dalam
penyelenggaraan pendidikan. Menyikapi perubahan tersebut, setidaknya terdapat dua model
penyelenggaraan pendidikan pesantren, yaitu sebagian pesantren melakukan adapatasi baik dari
aspek kelembagaan, kurikulum, dan pengelolaannya, dan juga sebagaian pesantren masih tetap
menyelenggarakan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun
proses pembelajaran dan pendidikannya.*

Meskipun secara eksplisit pondok pesantren berkonotasi sebagai lembaga pendidikan Islam
tradisional, tidaklah berarti seluruh pesantren tertutup dari inovasi. Bahkan terdapat diantara para
peneliti dari Barat mengakui bahwa pesantren telah berhasil menjadi penggerak dalam gejolak
sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perkembangan pesantren semakin menunjukkan geliat
modernisasi setelah kemerdekaan RI yang ditandai dengan bertambahnya jumlah putra-putri kyai
lulusan pesantren yang belajar di lembaga-lembaga non agama dan bertambahnya pengajar
pesantren yang bukan berpendidikan pesantren.®

Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan peserta
didik mengembangkan potensi dirinya dalam suasana belajar menyenangkan dan sesuai dengan
kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara
yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa
dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.®

Dalam kerangka pengembangan kurikulum, istilah pengembangan menunjukkan pada suau
kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang berkaitan dengan pengembangan
kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurukulum, pelaksanaan
di sekolah-sekolah disertai penilaian yang intensif, evaluasi secara makro maupun mikro, dan
penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen tertentu dari kurikulum yang
didasarkan atas penilaian dan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan serta isi komponen
kurikulum tersebut.”

Titik tolak pengembangan kurikulum dapat didasari oleh pembaharuan dalam bidang tertentu.
Misalnya, penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tuntutan masyarakat terhadap Sekolah.
Sehingga kurikulum diharapkan mampu merealisasikan perkembangan tertentu, sebagai dampak
kemajuan teknologi informasi, serta globalisasi, tuntutan-tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan
latar belakang murid, nilai-nilai filosofis masyarakat, agama atau golongan tertentu, dan tuntutan
etnis kultural tertentu.®

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang berfungsi sebagai salah
satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim
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di Indonesia. Istilah pondok pesantren pertama kali dikenal di Jawa, di Aceh dikenal dengan
rangkah dan dayah, di Sumatra Barat dikenal dengan surau.®

Lemahnya visi dan tujuan pendidikan pesantren marupakan penekanan yang berlebihan
terhadap satu aspek disiplin keilmuan tertentu, sehingga mengabaikan aspek keilmuan lainnya
yang mana telah mengalami penyempitan orientasi kurikulum. Karena pelajaran agama masih
dominan di beberapa lingkungan pesantren, bahkan materinya hanya khusus disajikan dalam
bentuk bahasa arab, dan pengetahuan umum dilaksanakan hanya setengah-setengah, sehingga
kemampuan santri terbatas dan masih kurang mendapat pengakuan dari sebagian masyarakat.

Masalah yang lainnya pun muncul pada beberapa tahun terakhir ini yaitu mengenai adanya isu
radikalisme yang seolah-olah terdapat anggapan bahwa paham seperti itu muncul atau diajarkan
pada pondok pesantren tertentu, hal tersebut menambah keresahan masyarakat sehingga tidak
jarang dari mereka mengurungkan niat untuk menyekolahkan anaknya pada pondok pesantren.

IMPLEMENTASI KURIKULUM KEPESANTRENAN DI LEMBAGA PESANTREN
KABUPATEN LUWU

Kabupaten Luwu adalah salah daerah TK.II di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 16
Pondok Pesantren. Dari beberapa Pondok Pesantren tersebut memiliki ciri dan tipologi yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keenam belas Pondok Pesantren tersebut belum
semuanya memiliki kurikulum kepesantrenan. Masih memberlakukan sistem Madrasah
sebagaimana Madrasah atau Sekolah umum lainnya. Bahkan Pada umumnya Pondok tersebut
belum menerapkan kurikulum kepesantrenan. Karena kriteria dan syarat yang ideal sebuah Pondok
Pesantren idealnya memiliki Kyai dan tinggal dalam pondok, santri mondok di asrama, pembina
tinggal dalam asrama, memiliki Masjid, dan menerapkan kurikulum Kepesantrenan sesuai dengan
ciri dan tipologi Pondok Pesantren bersangkutan.

Dari jumlah pondok Pesantren di Kabupaten Luwu, peneliti membagi dalam tiga zonasi
yang diwakili masing-masing satu pondok pada setiap zona yang dianggap memiliki kriteria dan
lebih diminati oleh masyarakat, yaitu pondok Pesantren Nur ElI-Haq Komba yang mewakili zona
Pertama; yang terdiri dari Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, dan Suli Barat. Zona
Kedua: Pondok Pesantren Modern Babus Sa’adah Bajo mewakili Kecamatan Belopa, Kecamatan
Bajo, Bajo Barat, Latimojong, dan Kecamatan Kamanre. Zona ketiga, Pondok Pesantren Putri
Nurul Jadid Bua, yaitu Kecamatan Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, dan Keacamatan Bua.

Ketiga Pondok Pesantren tersebut yang mewakili zona masing-masing telah menerapkan
Kurikulum Kepesantrenan sesuai dengan visi, misi Pondok bersangkutan. Kurikulum
Kepesantrenan yang diterapkan Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu menurut peneliti selama
melakukan penelitian tidak didapatkan adanya indikasi keterkaitan dengan isu—isu atau paham
radikalisme.
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut antara lain
yaitu; pertama: Dengan penelitian ini diketahui jumlah Pondok Pesantren, ciri dan tipologi Pondok
Pesantren yang ada di Daerah Kabupaten Luwu. Kedua: dilakukannya Penelitian ini dapat
diketahui bahwa Penerapan Kurikulum Kepesantrenan pada Pondok Pesantren di Kabupaten Luwu
tidak didapatkan adanya keterkaitan dengan isu atau paham radikalisme. Walaupun memang
materi Kurikulum Kepesantrenannya berbeda antara satu pondok dengan pondok yang lain, baik
dari segi gaya, seni, model, sistem, metode pembinaannya, juga berbeda antara satu dengan yang
lain, ada yang agak ketat atau disiplin, ada juga yang agak modern, dan juga ada yang agak salafi.
Tetapi kesemuanya mengintegrasikan antara kurikulum Kepesantrenan dengan Kurikulum
Madrsah atau sekolah umum lainnya. Sehingga tidak terdapat celah adanya keterkaitan dengan
paham atau isu radikalisme terhadap Kurikulum Kepesantrenan pada Pondok Pesantren yang ada
di Kabupaten Luwu.
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